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I. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembmtukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti basil klarifikasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2008 
tmtang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan 
penyempumaan terhadap Perasuran Daerah dimaksud; 

b. bahwa dalam upaya pengamanan barang milik daerah, perlu 
dilakukan penataan administrasi pengelolaan secara 
prof esional; 

a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah, perlu dikelola secara tertib dan teratur agar dapat 
dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung 
penyelenggaraan otonomi daerah; 

Menimbang 

BUPATI GIANY AR. 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR NOMOR 9 
T AHUN 2008 TENT ANG PENGELOLAAN BARA.NG MIUK DAERAH 

TENrANG 

NOMOR 15 TAHUN 2010 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 



/ 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang 
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1967); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tmtang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang - Undang Norn.or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 

2. Undang - Undang Nomor 5 TahlDl 1960 tmtang Peraturan 
Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tehun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tehun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 



-: 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tehun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 
tentq Perubalwl Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomar 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 
~ Kerja Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tehun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran NegaraNomor 4609); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3696); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Talum 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Rak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1006 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3643); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Talnm 1994 tentang Rumah. 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3573); 



5. P~abat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Gianyar. 

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 7 dan angka 8 
disisipbn satu angka yaitu angka 7 a, dan angka 17, angka 24, 
angka 33, angka 34 dan angka 42 diubah, sehingga 
keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Pecaturan Daerah Kabupaten Gianyar 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9) diubah 
sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH TEN1'ANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR NOMOR 9 
T AHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAERAH. 

Menetapbn 

MEMUTUSKAN : 

BUP ATI GIANY AR 

dan 

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

Dengan Persetujuan Bersama 



IO. Barang milik daerah yang selanjutnya disebut barang 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

11. Pengelolaan barang adalah rangkaian kegiatan dan 
tindakan terhadap barang yang meliputi perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, 
penyimp8118D, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, 
pemanfaatan, pengamanan, pemeli.haraan, peailaian, 
penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. 

12. Pengelolaan barang yang selanjutnya disebut pengelola 
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan 
pengelolaan barang. 

13. Pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung 
jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang 
yang ada pada SKPD dalam hal ini Bagian Perlengkapan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar. 

14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
pengguna barang. 

15. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan 
barang yang berada da1arn penguuaannya 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut 
UPTD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program SKPD. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar. 

7a Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna 
Barang. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
SKPD a,dalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 
selaku pengguna barang. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Gianyar. 



26. Penai.usahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

27. lnventarisasi adalah untuk melakukan pendataan, 
pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang. 

28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang yang tidak 
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 
dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan. 

24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ 
pengiriman barang dari gudang ke unit kerja pemakai. 

25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna 
dalam mengelola dan menatausah.akan barang sesuai tugas 
pokok dan fungsi SKPD. 

untuk melakukan 
pengaturan barang 
ruang penyimpanan 

23. Penyimpanan adalah kegiatan 
pengurusan penyelenggaraan dan 
persediaan di dalam gudang atau 
lainnya 

19. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan 
untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan 
keadaan yang sedang berjalan dalam rangka sedang 
menyusun kebutuhan danlatau pemeliharaan barang yang 
akan datang. 

20. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk 
merwnuskan penentuan kebu1uhan barang dengan 
mempematikan alokasi anggaran yang tersedia. 

21. Pmgadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan 
kebutuhan barang/jasa 

22. Penerimaan adalah kegiatan penerimaan barang dari hasil 
pengadaan atau dari perolehan lainnya yang sah. 

17. Pengurus banmg adalah pegawai yang diserahi tugas untuk 
mengurus barang dalam pemakaian yang ada di setiap 
SKPD/unit kerja 

18. Rumah dinas daerah adalah rumah yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah yang di tempati oleh pejabat tertentu 
atau pegawai negeri sipil. 

16. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas 
untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan barang. 



37. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang dari 
daftar' barang dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat 

36. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang 
selektif didaurkan pada datalfakta yang obyektif dan 
relevan dengan menggunakan metodelteknis tertentu untuk 
memperoleh nilai barang. 

32. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang berupa 
tanah oleh Pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian 
didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertmtu 
yang telah disepak.ati, untuk selanjutnya diserahkan 
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya setelah berakhimyajangka walctu. 

33. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang berupa 
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai 
pembangunannya disecahkan untuk didayagunakan oleh 
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 
disepakati. 

34. Pengarnanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam 
pengurusan barang dalam bentuk fisik, administrasi dan 
tindakan upaya hukum. 

35. Pemelibaraan adalah kegiatan atau tindakan yang 
dilalrukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik 
dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil 
guna 

29. Sewa adalah pemanfaatan oleh pihak lain dalam jangka 
waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 

30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daersh, antara 
Pemerintah Daerah dengan Lembaga Sosial yang 
berlandaskan filosofi Tri Hita Karma dalam jangka waktu 
tertentu tanpa mmerima imbalan dan setelah berakhir 
diserahkan kembali kepada pengelola 

31. K.erjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang oleh 
Pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningk.atan 
penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan 
sumber pembiayaan Iainnya 

bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak 
mengubah status kepemilikan. 



46. Standarisasi Harga Barang adalah penetapan beseran harga 
barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam I (satu) 
periode tertentu. 

4.5. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan 
daerah adalah pembalruan uang kantor, perlengkapan 
kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang 
yang memerlukan standarisasi. 

44. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut 
DBKP adalah daftar yang memuat data yang dimiliki oleh 
masing-masing kuasa pengguna. 

43. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disebut DBP 
adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan 
oleh masing-masing pengguna 

40. Tukar menukar barang/ruislag adalah pengalilum 
kepemilikan barang yang dilakukan antara pemerintah 
daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah 
atau mtara pemerintah pemerintah daerah dengan pihak 
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, 
sekurang - kurangnya dengan nilai seimbang. 

41. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari 
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar 
pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada 
pihak lain tan.pa memperoleh penggantinya 

42. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan 
kepemilikan barang yang semula merupakan kekeyaan 
yang tidak dipisahkan menja.di kekayaan yang dipisahkan 
untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada 
Badan Ussaha Milik Negara I Daerah atau Badan Hukum 
lainnya 

38. Pemindabtanganan adalah pc:ngalihan kepemilikan barang 
sebagai tindak Janjut dari penghapusan dengan cara dijual, 
dipertukarkan, diibahkan atau diserahkan sebagai modal 
pemerintah daerah. 

39. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 
uang. 

yang berwenang untuk membebaskan pengguna danlatau 
kuasa pengguna danlatau pengelola dari tanggung jawab 
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 
penguasaan 

-·-----·------~------ 



( 4) Sekretaris Daerah selaku pengelola berwenang dan 
bertanggungjawab: 
a. menetapkan pejabat yang penyimpan dan mengurus 

barsng; 
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang; 
c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan barang; 

(1) Bupati pemegang kekuasaan pengelolaan barang. 

(2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan 
barang mempunyai wewenang : 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik 

daerah; 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau 

pemindahtanganan tanah dan bangunan; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan barang; 
d. mengajukan usul pemindahtanganan barang yang 

memerlukan persetujuan DPRO; 
e. menyetujui usul pemindahtanganan dan 

penghapusan barang sesuai batas kewenangannya; 
dan 

f. menyetujui usul pemanfaatan barang selain tanah 
dan/atau bangunan. 

(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), Bupati dibantu oleh : 
a sekretaris daerah selaku pengelola; 
b. K.epala Bagian Pengelola Aset dan Perwat/Unit 

Pengelola Barang selaku pembantu pengelola 
barang; 

c. kepala SKPD selaku pengguna; 
d. kepala UPID/pejabat yang ditunjuk selaku kuasa 

pengguna; 
e. penyimpanan barang; dan 
f. pengurus barang. 

Pasal 5 

2. Ketentuan Pasal 5, ayat (3) huruf b, ayat (4) hwuf c, dan ayat 
( 6) huruf e diubah, sdtingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

47. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan 
atau tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib 
administrasi pengelolaan barang. 



"'-.....___ 

(5) Pembantu pengelolaan barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab 
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang 
yang ada pada masing-masing SKPD. 

( 6) Kepala SKPD selalru pengguna barang berwenang dan 
bertanggungjawab: 
a mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) 
bagi SKPD yang dipimpinnnya kepada Bupati 
melalui peagelola; 

b. mengajukan pennohonan penetapan status untuk 
penguasaan dan penggunaan barang yang diperoleh 
dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah 
kepada Bupati melalui pengelola; 

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang 
yang berada dalam penguasaarmya; 

d. menggunakan barang yang berada dalam 
penguasaarmya untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 

e. mengamankan dan memelihara barang yang ada 
dalam penguasaannya; 

f mengajukan usul pemindahtanganan barang berupa 
tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujun DPRD dan barang selain tanah dan/atau 
bangunan kepada Bupati melalui pengelola; 

g. menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak 
dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya 
kepada Bupati melalui peagelola; 

h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
penggunaan barang yang ada dalam penguasaarmya; 
dan 

i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang 
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang 
Pengguna Tahunan (LBPT) Yang berada dalam 
penguasaannya kepada pengelola. 

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, 
dan pemindahtanganan barang yang telah disetujui 
oleh Bupati; 

e. melalrukan koordinasi dalam pelaksanaan 
inventarisasi barang; dan 

f melakukan pmibinaan, pengawasan dan 
pengendalian atas pengelolaan barang. 



(2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
wajib melaksanakan tugas administrasi penerimaan 
barang. \ 

(3) Hasil pengadaan barang tidak her~ diterima oleh 
Pengguna, kemudian melaporkan kepada Bupati untuk 
ditetapkan penggunaannya 

(1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang 
dan selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat 
penyimpanan 

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, ditambah l (satu) ayat yaitu ayat 
(3) sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 

(7) Kepala UPTD yang ditunjuk selaku kuasa pengguna 
barang berwenang dan bertanggung jawab : 
a mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Daerah (RKBMD) dan Rencana K.ebutuhan 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) 
kepada SKPD yang bersangkutan; 

b, melakukan pencatatan dan inventerisasi barang yang 
berada dalam penguasaannya; 

c. menggunakan barang yang berada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi untuk kerja yang 
dipimpinnya; 

d. mengamankan dan memelihara barang yang berada 
dalam penguasaannya; 

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; 
dan 

f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa 
Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang 
Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada 
dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang 
bersangkutan. 

(8) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan 
menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa 
pengguna 

(9) Pengurus barang bertugas mengurus barang dalam 
pemakaian pada masing-masing pengguna baranglkuasa 
pengguna barang. 



(2a) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat juga diberikan kepada lembaga-lembaga sosial 
yang berlandaskan Tri Hita Karan.a seperti : 
a. Desa Pekraman; dan 
b. Subak. 

(I) Barang yang belum dimanfaatkan dapat 
dipinjampakaikan. 

(2) Pinjam pakai dapat diberikan kepada pemerintah pusat 
dan/atau pemerintah daerah lainnya. 

Pasal 27 

( 4) Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahl.Ul dan 
dapat diperpanjang. 

( 4a) Khusus untuk kepentingan investasi jangka waktu dapat 
diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tehun dan dapat 
diperpanjang. 

(5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian 
sewa menyewa. 

( 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa menyewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(7) Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (6) diubah serta diantara 
ayat (2) dan ayat (3) disisipkan I (satu) ayat yaitu ayat (2a) 
sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : 

(I) Baring yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah 
dapat disewakan kepada pihak ketiga. 

(2) Barang yang disewakan tidak merubah status 
hukum/status kepemilikan. 

(3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

Pasal 26 

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) 
ditambah I (satu) ayat yaitu ayat (4a) sehingga keseluruhan 
Pasal 26 becbunyi sebagai berikut : 



7. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 30 berounyi sebagai berikut : 

(3) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna 
setelah mendapat persetujuan pengelola 

(2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

(1) Kerjasama pemanfaatan dilaksanakan terhadap : 
a tanah dan/atau bangunan yang sudah disamakan 

oleh pengguna kepada Bupati; 
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yanng masih 

digunakan oleh pengguna; dan 
c. barang selain tanah dan/atau bangunan. 

6. Ketentuan Pasal 29 ayat ( l) huruf a diubah, sehingga 
keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 29 

(6) Surat perjanjian pinjam pakai barang dilaksanakan oleh 
pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(7) K.etentuan lebih l~ut mengenai pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat 
perjanjian yang sekurang-kurangnya memeuat. 
a pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 
b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, 

dan jangka waktu; 
c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional 

dan pemeliharaan selama jangka waktu 
peminjaman; dan 

d, hale clan kewajiban para pihak. 

(4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2 (dua) tahun 
dan,dapat diperpanjang. 

(3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum/status 
kepemilikan. 



(2) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan selama 
jangka waktu pengoperasian, wajib : 

(1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan 
melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan 
sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat. 

8. Ketentuan Pasal 32 · ayat (2) huruf a diubah, sehingga 
keseluruh pasal 32 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32 

(3) Biaya yang berkenan dengan persiapan dan pelaksanaan 
surat perjanjian, dan konsultan pelaksana/pengawas 
dibebankan pada pihak ketiga. 

(4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 
(tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan 
dapat diperpanjang. 

(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir, pengumuman 
lelang dan Izin Mendirikan Bangunan dibebankan pada 
APBD. 

(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 29 ayat (I) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana 

dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional I 
pemeliharaan I perbaikan yang diperlukan; 

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui 
tender dengan mengikutsertakan sekurang 
kurangnya 5 (lima) peserta/peminat kecuali untuk 
barang yang bersifat khusus dapat dilakukan 
penunjukan langsung; 

c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar 
kontribusi tetap kerekening kas daerah setiap tahun 
selama jangka waktu pengoperasian yang telah 
ditetapkan dan pembagian keuntungan basil 
kerjasama pemanfaatan; 

d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan basil kerjasama pemanfaatan ditetapkan 
berdasarkan basil perhitungan um; 

e. basil perhitungan dan tim sebagaimanadimaksud 
pada hurup d ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 30 



- 

9. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a diubah, sehingga 
keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : 

(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman 
tender/lelang, dibebankan pada APBD. 

(IO)Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan 
pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan 
pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang, 

(ll)Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek 
bengun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat 
pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelwn 
penggunaannya ditetapkan ole Bupati. 

(8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama 
pemerintah daerah. 

(4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau 
bllllgWUlll tidak boleh dijadikan jamman dan/atau 
digunakan. 

( 5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik 
pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dm'atau 
digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga 
puluh) tahtm sejak perjanjian ditandatangani. 

(7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat 
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat : 
a pihak:-pihak yang terkait dalam perjanjian; 
b. objek bangun guna serah; 
c, jangka waktu gunaserah; dan 
d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam 

perjanjian. 

a membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahtm 
yang besamya ditetapkan berdasarkan basil 
perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati; 

b. tidak menjaminkan, mengadaikan. atau 
memindahtangankan objek bangun guna serah; dan 

c. rnemelihara objek bangun guna serah. 

(3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik 
pemerintah daerah. 



--- 

(IO)Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan 
pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultasi 
pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang. 

(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumwnan lelang, 
dibebankan pada APBD. 

(8) Izin mendirikan bangunan bangm serah guna atas ruuna 
pemerintah daerah. 

(7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan Surat 
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat : 
a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian~ 
b. objek bangun serah guna; 
c. jangka walctu bangun serah guns; dan 
d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam 

perjanjian. 

(4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh 
dijadikan j aminan hutangldigunakan. 

( 5) Hak guna bangunan diatas hak pengolaan milik 
pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan 
utangldigunakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga 
puluh) tahllll sejak perjanjian ditandatangani. 

(3) Objek bangun serah. guna sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik 
pemerintah daerah. 

(I) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan 
melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan 
sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat. 

(2) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama 
jangka walctu pengoperasian, wajib: 
a membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun 

yang besamya ditetapkan berdasarkan basil 
perhitungan tim yang dibeatuk oleh Bupati; 

b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau 
memindahtangankan objek bangun serah guna; dan 

c. memelihara objek bangun serah guna. 

Pasal 34 



(1) Kendaraan dinas operasional/jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), dapat dijual kepada 
Pejabat/Pegawai Negeri Sipil daerah yang memiliki 
masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun 

Pasal 56 

12. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) 
dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai 
berikut: 

(2) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), dapat bersumber dari APBD 
atau sumber lain yang sah. 

(l) Pemerintah Daerah dapat membantu memelihara barang 
bersejarah baik berupa bangunan dan/atau b8l'ang 
lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang 
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat atau 
nwyarakat. 

11. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan 
Pasal 42 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 42 

(3) Laporan basil pemeliharaan barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan 
dievaluasi. 

(1) Penggwia dan/atau kuasa pengguna wajib mernbuat 
daft8l' basil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada 
pengelola secara berkala 

(2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dan menyusun daftar basil 
pemeliharaan barang dilakukan dalam l (satu) tahun 
anggaran. 

Pasal 41 

10. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 41 berbunyi sebagai berikut : 



(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada 

pengelola; 
b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan 

yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan 
kewenangannya; 

c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui 
atau tidak menyetujui usulan penjualan yang 
diajukan oleh pengguna dalam batas 
kewenangannya; dan 

(1) Penjualan barang selain Tanah dan/atau bangunan 
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

Pasal 65 

14. K.etentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d dan ayat (3) diubah 
sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: 

(3) Kebijakan hale atas tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Dihapus. 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 
(3) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk: 
a. kapling perumahan PNSD; 
b. dihapus; dan 
c. dihapus. 

Pasal 64 

13. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) 
dihapus sehingga keseluruhan Pasal 64 berbunyi sebagai 
berikut: 

(3) ~us. 

(4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali. 

(2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diprioritaskan kepada pejabat yang akan memasuki 
masa pensiun, pemegang kendaraan danlatau yang Iebih 
senior. 

.. -····------------- 



(1) Hibah meliputi: 
a tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh 

pengguna kepada Bupati; 
b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal 

pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; 
c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah 

diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui 
pengelola; atau 

Pasal 72 

16. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 72 berbunyi : 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memenuhi syarat sebagai berikut : 
a bukan merupakan barang rahasia negara/daerah; 
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat 

hidup orang banyak; 
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi dalarn penyelenggaraan 
pemerintah daereh; dan 

d. dihapus. 

(I) Hibah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk 
kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Pasal 71 

15. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga 
keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut : 

d. untuk penjualan yang memerlukan Persetujuan 
Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
pengelola mengajukan usul penjualan disertai 
dengan pertimbangan alas usulan dimaksud. 

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh 
pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan 
Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
penmdang-Wld&ngan. 



... ' .... 

(2) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang, 
pengelola berwenang melakukan pemantauan dan 

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian terhadap pengelola barang sesuai dengan 
ketentuan peraturan penmdang-undangan. 

18. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 75 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
hibah diatur dengan Peraturan Bupati. 

(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pua! 72 ayat (1) 
huruf d, dil.aksanakan oleh pengguna setelah mendapat 
persetujuan pengelola. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) 
huruf b, ditetapkan dengan Keputuasan Bupati 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pua! 72 ayat (1) 
huruf c, yang bemilai diatas Rp.5.000.000.000,00 (lima 
milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
setelah mendapat persetujuan DPRD. 

(I) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat ( 1) 
huruf a. ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah 
mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 
(2). 

17. Ketentuan Pasal 73 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 73 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 73 

d. selain tanah/atau bangunan yang dari awal 
pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. 

(2) Bupati menetapakan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang akan dihibahkan. 

(3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf d, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat 
persetujuan pengelola. 



- 

Setiap orang.Ibadan yang melanggar ketentuan Pasal (13) 
ayat 2, Pasal 16 ayat (3), Pasal 18, Pasal 21 ayat (1) dan ayat 
(4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (I), 
Pasal 41 ayat ( 1) dikenakan sanksi administrasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan. 

Pasal 81 

21. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(I) Pengelolaan barang yang mengakibatkan kerugian 
daerah dikenakan tuntutan ganti rugi. 

(2) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan 
Tuntutan Ganti Rugi (TGR). 

(3) Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 79 

20. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) diubah serta ditambah I (satu) 
ayat yakni ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 79 berbunyi 
sebagai berikut: 

19. K.etentuan Pasal 77 dihapus. 

(4) Basil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Tindak lanjut investigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2 ), pengelola dapat meminta aparat pengawas 
fungsional untuk melakukan audit atas pelakasaan 
penggunaan. pernanfaatan dan pemindahtanganan 
barang. 

investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 
dan pemindahtanganan barang. 
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SEKRET ARIS DAERAH KABUP ATEN GIANY AR. 
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BUP ATI GIANY AR, 

Peraturen Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan DaeQlh ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Gianyar. 
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T AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR NOMOR 15 

Pasal I 
CukupJelas 

Pasal II 
CukupJelas 

II. P ASAL DEMI PASAL 

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib dan teratur 
agar dapat dimanfaatkan secara optimal unnik mendukung penyelenggaraan 
otonomi daerah. 

Pengaturan administrasi pengelolaan secara profesional perlu terus 
diupayakan sebagai langkah untuk mengamankan barang milik daerah. 

Penyempumaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 
Tah\Dl 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan dalam 
rangka menindaklanjuti basil klasifikasi Gubernur Bali atas Peraturan Daerah 
dimaksud. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di ates, perlu mernbentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

I. UMUM 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

TENT ANG 

NOMOR 15TAHUN 

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

ATAS 

PENJELASAN 

. ------------~······- ------ 


